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          Ketentuan terkait status kerja outsourcing diatur dalam Undang-Undang No.13 Pasal 59 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Cuti; Berdasarkan Undang-undang no. 13 tahun 2003 Pasal 79 ayat (2), pekerja yang telah bekerja minimal selama 12 bulan atau 1 (satu) tahun berturut-turut berhak untuk mendapatkan cuti sekurang-kurangnya 12 hari. Waktu Istirahat kerja diatur dalam pasal 77 sampai pasal 85 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di beberapa perusahaan waktu istirahat dicantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Gajimu.com.  hari kerja dalam satu minggu dan berdasarkan Undang – Undang no. 13 pasal 85 tahun 2003…

          
            3 Mei 2010 PENJELASAN. ATAS. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 13  TAHUN 2003. TENTANG. KETENAGAKERJAAN. I. UMUM.


            UU No.13 Tahun 2003 | Regulasi Perlindungan bagi Para ... Hal-hal terkait ketenagakerjaan di Indonesia dijelaskan dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beberapa hal yang dijelaskan dalam undang-undang ketenagakerjaan terbaru tersebut misalnya yaitu pengertian tenaga kerja, peluang dan kesempatan kerja yang ada, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja asing (TKA), hubungan kerja serta pemutusan … KEPMEN NO. 102 TH 2004 - Tools for Transformation Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu diatur mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur; b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang- Isi UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [JDIH BPK RI]

            (Kajian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).  Manpower Dynamics in Indonesia:The Removal of Outsourcing System. (A Study  on 

            UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NO.13 TAHUN 2003. TENTANG.  KETENAGAKERJAAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 3 Mei 2010 PENJELASAN. ATAS. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 13  TAHUN 2003. TENTANG. KETENAGAKERJAAN. I. UMUM. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003. Ketenagakerjaan. Detail Peraturan . Abstrak. Jenis. Undang-undang (UU). Entitas. Pemerintah Pusat. Nomor. 13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. KETENAGAKERJAAN. Ditetapkan 25  Maret 2003 Berlaku 25 Maret 2003 Status Hanya untuk Pelanggan Status Dasar   10 Jan 2020 Pasal 1 angka 2 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan  bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu  Tenaga Kerja Asing. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun. 2003 tentang  Ketenagakerjaan. 12. Peraturan Presiden Nomor 21. Tahun 2010 tentang.

          

          
            22 Ags 2019 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 79 mengenai waktu kerja:  Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/ 


            Analisis Yuridis terhadap Hak dan Kewajiban Karyawan Outsourcing Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan (PT. Garda Wibawa Sukses)  Law No. 13 of 2003 has helped many new companies or companies that have been established to make efficiency through the use of outsourcing company services to produce certain products or services. In this  Pasal 162 | Undang-undang ketenaga kerjaan no 13 2003 Pasal 162 (1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). (2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak me-wakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang … KepMen No 232 Thn 2003 Ttg Mogok Yang Tidak Sah KepMen No. 232 TH 2003 Ttg Mogok Kerja Tdk Sah. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP. 232/MEN/2003 TENTANG AKIBAT HUKUM MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 142 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan … NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN

            (PDF) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.13 TAHUN … undang-undang tentang ketenagakerjaan PEMAHAMAN PASAL-PASAL UTAMA UNDANG-UNDANG … Hubungan Kerja, dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Sejak diundangkannya kami memahami banyak penafsiran-penafsiran yang berbeda terhadap materi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, maka perlu dibangun persamaan pemahaman terhadap isi Undang-undang tersebut. Oleh karena itu pemerintah berupaya membuat buku pedoman pemahaman UU Nomor 13 tahun  Hak Karyawan Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Apr 12, 2020 · UU ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Merupakan undang-undang yang mengatur hak karyawan atas jaminan social yang harus didapatkan selama bekerja. Tak hanya itu, peraturan ini juga tertulis dalam UU No.03 Tahun 1992, UU No.01 tahun 1970, Keppres No.22 Tahun 1993, PP no.14 tahun 1993, Permen No.4 tahun 1993 dan No.1 Tahun 1998.

            KepMen No 232 Thn 2003 Ttg Mogok Yang Tidak Sah KepMen No. 232 TH 2003 Ttg Mogok Kerja Tdk Sah. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP. 232/MEN/2003 TENTANG AKIBAT HUKUM MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 142 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan … NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN UU No 25 th 1997 ttg Ketenagakerjaan Compiled by: 21 Yayasan Titian 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan Anda Pekerja? Pahami Hak-Hak Anda Sesuai UU No 13 Tahun 2003 Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia menurut Badan Pusat Statsitik yang diterbitkan tahun 2015 mencapai 120 juta. Jumlah penduduk yang bekerja terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk melindungi hak-hak pekerja maka Pemerintah menetapkan dasar kebijakannya dalam bentuk Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa hanya …

            Pasal 162 (1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). (2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak me-wakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang …

            NOMOR : KEP. 231 /MEN/2003 TENTANG TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 90 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum; b. Download Undang-Undang No.13 Tahun 2003 - hukumonline.com Undang-Undang No.13 Tahun 2003;  No. Telp: +62-21-2270 8910, atau menghubungi kami melalui email di : [email protected] Notifikasi Adblocker. Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. PRESIDENT OF REPUBLIC OF INDONESIA ACT NUMBER 13 … president of republic of indonesia act number 13 year 2003 concerning manpower. ii - 94 act no. 13 year 2003 explanatory notes. ii - 95 act no. 13 year 2003 explanatory notes contents chapter i general provisions ii-103 chapter ii statutory basis, principles  number 13 year 2003 concerning manpower explanatory notes on the act of UU Ketenagakerjaan 13-2003 | DocHub UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1.
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